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Daftar Peraturan

 POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 (selanjutnya
disebut “POJK No. 32/2015”);

 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”);

 POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK No. 16/2020”);

 Peraturan No. IX.J.1 : Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik -
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 179/BL/2008 (selanjutnya
disebut “Peraturan No. IX.J.1”).
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Perubahan Anggaran Dasar
No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

1. Pasal 4
Modal

Pasal 4
Modal

1) Modal dasar Perseroan ini sebesar
Rp15.000.000.000.000,00, yang terbagi
atas:

a. 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai
nominal sebesar Rp7.500,00;

b. 289.341.866 saham seri B, masing-
masing saham bernilai nominal
sebesar Rp7.500,00; dan

c. 34.213.162.660 saham seri C, masing-
masing saham bernilai nominal
sebesar Rp375,00;

1) Modal dasar Perseroan ini sebesar
Rp15.000.000.000.000,00, yang terbagi
atas:

a. 1 saham seri A Dwiwarna, dengan
nilai nominal sebesar Rp7.500,00;

b. 289.341.866 saham seri B, masing-
masing saham bernilai nominal
sebesar Rp7.500,00; dan

c. 34.213.162.660 saham seri C,
masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp375,00;

Tetap
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No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

2) Dari Modal Dasar tersebut, telah
ditempatkan dan diambil bagian serta
disetor sebanyak kurang lebih 54,05% atau
sejumlah 18.648.656.458 saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp9.054.806.974.125,00 yang terdiri dari :

a. 1 saham seri A Dwiwarna dengan nilai
nominal Rp7.500,00 ; 

b. 289.341.866 saham seri B, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.170.063.995.000,00; 

c. 18.359.314.591 Saham seri C, dengan
jumlah nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp6.884.742.971.625,00.

2) Dari Modal Dasar tersebut, telah
ditempatkan dan diambil bagian serta
disetor sebanyak kurang lebih 54,05%
atau sejumlah 18.648.656.458 saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp9.054.806.974.125,00 yang terdiri
dari :

a. 1 saham seri A Dwiwarna dengan
nilai nominal Rp7.500,00 ;

b. 289.341.866 saham seri B, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.170.063.995.000,00;

c. 18.359.314.591 Saham seri C,
dengan jumlah nilai nominal
seluruhnya sebesar
Rp6.884.742.971.625,00.

Tetap

Perubahan Anggaran Dasar
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3) 100 % dari nilai nominal setiap saham
yang ditempatkan tersebut di atas, atau
seluruhnya berjumlah
Rp9.054.806.974.125,00 telah diambil
bagian dan disetor penuh oleh masing-
masing pemegang saham Perseroan.

3) 100 % dari nilai nominal setiap saham
yang ditempatkan tersebut di atas, atau
seluruhnya berjumlah
Rp9.054.806.974.125,00 telah diambil
bagian dan disetor penuh oleh masing-
masing pemegang saham Perseroan.

Tetap

Perubahan Anggaran Dasar
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4) Dengan tetap memperhatikan
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku termasuk peraturan
di bidang Pasar Modal,
penyetoran atas saham dapat
dilakukan dalam bentuk uang
atau dalam bentuk lain.
Penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang baik
berupa benda berwujud maupun
tidak berwujud wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

4) Pengeluaran saham dalam simpanan
dilakukan oleh Direksi menurut keperluan
modal Perseroan. Dalam melakukan
penambahan modal Perseroan wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham
(selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat
mendelegasikan kewenangan mengenai
penetapan waktu, cara, harga serta
persyaratan lainnya kepada Direksi
dan/atau Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan peraturan di bidang Pasar
Modal.

Berubah

RUPS dilakukan
terlebih dahulu,
kemudian RUPS
memberikan
kewenangan kepada
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
untuk melakukan
penetapan waktu
keluarnya saham, tata
cara, harga dan
persyaratan lainnya.

Sesuai Pasal 8A POJK
32/2015

Perubahan Anggaran Dasar
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a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya
disingkat RUPS) mengenai penyetoran tersebut;

Hapus
Dihapus karena tata cara
penyetoran atas saham dalam
bentuk selain uang diatur
secara umum dalam Pasal 4
ayat (11) huruf d Usulan
Perubahan AD.

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (untuk selanjutnya disingkat OJK) dan tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga;

Hapus
Dihapus karena persyaratan
penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain saham diatur
di Pasal 4 ayat (10) Usulan AD,
termasuk penggunaan Penilai
Independen dan syarat tidak
dijaminkan.

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);

Hapus
Dihapus karena Kuorum
kehadiran dan keputusan RUPS
untuk penambahan modal
diatur dalam Pasal 4 ayat (9)
Usulan Perubahan AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran
modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan
terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau
perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar
wajar; dan

Hapus
Dihapus karena tata
cara penyetoran atas
saham dalam bentuk
selain uang diatur
secara umum dalam
Pasal 4 ayat (11) huruf
d Usulan Perubahan
AD.

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian.

Hapus
Dihapus karena tata
cara penyetoran atas
saham dalam bentuk
selain uang diatur
secara umum dalam
Pasal 4 ayat (11) huruf
d Usulan Perubahan
AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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5) Saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh Direksi menurut
keperluan modal perseroan pada waktu
dan dengan cara dan harga serta
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat
Direksi dengan persetujuan RUPS, RUPS
dapat mendelegasikan kewenangan
penentuan penetapan harga kepada
Dewan Komisaris, dengan mengindahkan
ketentuan yang termuat dalam Anggaran
Dasar ini dan Peraturan perundang-
undangan serta ketentuan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja
pengeluaran itu tidak dengan harga
dibawah pari.

5) Perseroan dapat melakukan
penambahan modal melalui penerbitan
saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas
lainnya baik yang dapat dikonversi
menjadi saham atau yang memberikan
hak untuk membeli saham, dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”)
yang merupakan suatu hak yang dapat
dialihkan, kepada setiap pemegang
saham sesuai dengan rasio tertentu
terhadap persentase kepemilikan
sahamnya.

Berubah

Untuk memberikan
pengaturan kewajiban
HMETD dalam
penambahan modal.

Pasal 2  
POJK 32/2015 

Perubahan Anggaran Dasar
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6) Setiap penambahan modal melalui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang
dapat ditukar dengan saham atau Efek
yang mengandung hak untuk memperoleh
saham dari Perseroan selaku penerbit),
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

6) Kewajiban memberikan HMETD dalam
penerbitan saham dan/atau Efek bersifat
ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 Pasal ini tidak berlaku jika
Perseroan melakukan penambahan modal
melalui penerbitan saham dan/atau Efek
bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
a. Perbaikan posisi keuangan;
b. Selain perbaikan posisi keuangan;
c. penerbitan Saham Bonus yang:

1) merupakan Dividen Saham sebagai
hasil dari Saldo Laba yang
dikapitalisasi menjadi modal,
dan/atau

2) bukan merupakan Dividen Saham
sebagai hasil dari agio saham atau
unsur ekuitas lainnya yang
dikapitalisasi menjadi modal.

Berubah

Pengecualian
pemberian
HMETD.

Pasal 3 
POJK 32/2015 

Perubahan Anggaran Dasar
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a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD)
kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada tanggal
tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan
informasi rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD kepada pemegang saham
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di
bidang Pasar Modal.

Pindah

Kalimat disederhanakan
sesuai POJK 32/2015 dan
dipindahkan ke Pasal 4 Ayat
(5) Usulan Perubahan AD,
terkait kewajiban pemberian
HMETD dalam penambahan
modal.

Perubahan Anggaran Dasar
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b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek
bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam
hal pengeluaran
b.1) Ditujukan kepada pegawai Perseroan
b.2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau

Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS;

b.3)Dilakukan dalam rangka reorganisasi
dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui
oleh RUPS; dan/atau

b.4) Ditujukan khusus kepada Negara Republik
Indonesia selaku pemegang saham Seri A
Dwiwarna.

Pindah

Kalimat disederhanakan
sesuai POJK 32/2015
dan dipindahkan ke Pasal
4 Ayat (6) Usulan
Perubahan AD, terkait
pengecualian pemberian
HMETD dalam
penambahan modal.

Perubahan Anggaran Dasar
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c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan serta
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pindah
Kalimat disederhanakan sesuai
POJK 32/2015 dan dipindahkan
ke Pasal 4 Ayat (5) Usulan
Perubahan AD, terkait ketentuan
HMETD dalam penambahan
modal.

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
HMETD harus dialokasikan kepada semua
pemegang saham yang memesan tambahan
Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila
jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan
dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding
dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh
masing-masing pemegang saham yang
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

Hapus
Dihapus karena ketentuan
lainnya terkait penambahan
modal dan HMETD diatur secara
umum dalam Pasal 4 ayat (7)
Usulan Perubahan AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat
ekuitas yang tidak diambil bagian oleh
pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) huruf d ayat ini, maka dalam hal
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

Pindah

Kalimat disesuaikan dengan
POJK 32/2015 dan
dipindahkan ke Pasal 4 Ayat
(12) Usulan Perubahan AD,
terkait Pembeli Siaga.

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam
portepel untuk pemegang Efek yang dapat
ditukar dengan saham atau Efek yang
mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan
RUPS Perseroan terdahulu yang telah
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

Hapus
Dihapus karena ketentuan
lainnya terkait penambahan
modal dan HMETD diatur
secara umum dalam Pasal 4
ayat (7) Usulan Perubahan
AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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g. Penambahan modal disetor menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang-diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri
dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk
selanjutnya disebut ”Menteri di Bidang Hukum”).

Pindah

Kalimat disesuaikan
dengan POJK 32/2015
dan dipindahkan ke
Pasal 4 Ayat (10)
Usulan Perubahan
AD, terkait syarat
efektifnya
penmabahan modal.

Perubahan Anggaran Dasar
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7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam
rangka perubahan modal dasar harus
disetujui oleh Menteri di Bidang Hukum,
dengan ketentuan:

7) Pelaksanaan, syarat dan tata cara
penambahan modal termasuk
pemberian HMETD adalah
sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
termasuk peraturan di bidang Pasar
Modal.

Baru

Meningat ketentuan
mengenai HMETD
di dalam Pasal 4
ayat (6) huruf d dan
f Usulan AD di
hapus maka perlu
ketentuan umum
yang merujuk
kepada ketentuan
eksternal.

a. Penambahan modal dasar yang
mengakibatkan modal ditempatkan dan
modal disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a.1) telah memperoleh persetujuan
RUPS untuk menambah modal
dasar;

a.2) telah memperoleh persetujuan
Menteri di Bidang Hukum.

Pindah

Pasal 7 mengenai
keputusan RUPS
dan Perubahan AD
atas penambahan
modal dipindahkan
ke Pasal 4 Ayat (14)
Usulan Perubahan
AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan
Perubahan AD Keterangan Referensi

a.3) Penambahan modal ditempatkan dan
disetor sehingga menjadi paling sedikit 25
% (dua puluh lima persen) wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri di Bidang Hukum ;

a.4) Dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di
atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga modal
dasar dan modal disetor memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam
butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

Pindah

Pasal 7 mengenai Perubahan
AD atas penambahan modal
dipindahkan ke Pasal 4 Ayat
(14) Usulan Perubahan AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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a.5) Persetujuan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir a. 1 di atas
termasuk juga persetujuan untuk
mengubah Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (7) huruf b.

Pindah

Pasal 7 mengenai
Perubahan AD atas
penambahan modal
dipindahkan ke
Pasal 4 Ayat (14)
Usulan Perubahan
AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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b. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
penambahan modal dasar menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak
yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri di Bidang Hukum atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut.

Pindah

Pasal 7 mengenai
Perubahan AD atas
penambahan modal
dipindahkan ke Pasal
4 Ayat (14) Usulan
Perubahan AD.

Perubahan Anggaran Dasar
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8) Setiap penambahan modal melalui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat
menyimpang dari ketentuan tersebut di
atas, apabila peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat
dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan menentukan lain.

8) Penambahan modal dapat ditujukan
khusus kepada Negara Republik
Indonesia selaku pemegang saham Seri
A Dwiwarna dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar ini.

Berubah Pembahasan Himbara
dengan KBUMN

Perubahan Anggaran Dasar
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9) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS
untuk penambahan modal, diantaranya
untuk penambahan modal dalam rangka
selain memperbaiki posisi keuangan
dilaksanakan dengan memperhatikan
Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.

Baru

Kuorum kehadiran dan keputusan
untuk penambahan modal, selain
tunduk kepada peraturan terkait
HMETD juga harus memperhatikan
ketentuan lainnya, antara lain
Ketentuan Transaksi Material,
Transaksi Benturan Kepentingan, dan
Transaksi Afiliasi yang mensyaratkan
kuorum Pemegang Saham Pihak
Independen.

Sehingga usulan perubahan Pasal 4
ayat (9) ini menggunakan redaksi yang
bersifat umum yaitu “dengan
memperhatikan Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal”.

Pasal14
POJK 32/2015 

Perubahan Anggaran Dasar
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10) Setiap penyetoran atas saham dalam
simpanan yang dikeluarkan oleh Perseroan
wajib disetor penuh dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya dan/atau
penyetoran saham berupa hak
tagih. Penambahan modal disetor menjadi
efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri di
bidang Hukum.

Baru Pasal 9 POJK 
32/2015 jo. Pasal 33 
ayat (3) UUPT.

11) a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan
posisi keuangan, penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.

Baru Pasal 9 ayat (1)
POJK 32/2015 

Perubahan Anggaran Dasar
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b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam
bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan
dana;

ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar
dari bentuk lain selain uang yang digunakan
sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi
penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain
uang; dan

iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.

Baru Pasal 9 ayat (2)
POJK 32/2015 

c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih
kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai
setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah
dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan
yang telah diaudit oleh Akuntan.

Baru Pasal 10
POJK 32/2015
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d. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang dilakukan
dalam bentuk lain selain uang dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Baru

Mengingat beberapa hal
teknis yang diatur dalam
Pasal 4 Ayat (4) AD,
untuk alasan fleksibilitas
dihapus, maka perlu
dibuat pengaturan yang
lebih umum.

12) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal
yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan
transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan,
wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk
membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas
lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

Baru Pasal 12
POJK 32/2015

13) Perseroan yang melakukan penambahan modal baik
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham
maupun tanpa memberikan HMETD, wajib mengumumkan
informasi mengenai rencana penambahan modal
dimaksud.

Baru Pasal 15
POJK 32/2015
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7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri di Bidang Hukum, dengan ketentuan:

14) Penambahan modal dasar Perseroan yang
merupakan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS dan harus mendapatkan
persetujuan Menteri di bidang Hukum,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Berubah

Penyesuaian
kalimat dengan
tidak merubah
maksud.

a. Penambahan modal dasar yang
mengakibatkan modal ditempatkan dan
modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
dilakukan sepanjang:

a. Penambahan modal dasar yang
mengakibatkan modal ditempatkan dan
modal disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:

Tetap

a.1) telah memperoleh persetujuan RUPS
untuk menambah modal dasar;

a.2) telah memperoleh persetujuan Menteri di
bidang Hukum;

a.3) Penambahan modal ditempatkan dan
disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) wajib
dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri di bidang Hukum.

a.1) Penambahan modal ditempatkan
dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) wajib dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah persetujuan
Menteri di bidang Hukum.

Berubah

Penyederha-
naan dan
penggabungan
poin-poin.

Butir 7 
huruf a
Peraturan 
IX.J.1
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a.4). Dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di
atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga modal
dasar dan modal disetor memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam
butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

a.2) Dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam butir a.1)
di atas tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah
kembali Anggaran Dasar Perseroan,
sehingga modal dasar dan modal disetor
memenuhi ketentuan Undang-Undang
Perseoran Terbatas (selanjutnya
diseebut “UUPT”), dalam jangka waktu 2
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam
butir a.1) di atas tidak terpenuhi.

Berubah

Penyesuaian rujukan
butir “a.1)”

Butir 7 huruf a
Peraturan IX.J.1

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka
penambahan modal dasar menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modai disetor
menjadi paling Kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri di Bidang Hukum atas
pelaksanaan penambahan modal disetor
tersebut

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam
rangka penambahan modal menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
mengurangi perolehan persetujuan
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri di
bidang Hukum atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut.

Berubah

Penyesuaian kalimat

Butir 7 huruf b
Peraturan IX.J.1
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9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini harus dihadiri oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat
tersebut harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna.

15) RUPS sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini harus dihadiri oleh
pemegang saham Seri A Dwiwarna
dan keputusan Rapat tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna.

Tetap
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2. Pasal 10
Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 10
Pemindahan Hak Atas Saham

1) Pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf
a wajib tidak mengalihkan kepemilikan
sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika
permintaan penyelenggaraan RUPS
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau ditetapkan oleh
pengadilan

1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a butir i dan ii
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan
oleh ketua pengadilan negeri.

Berubah

Merubah pasal
yang dirujuk

Pasal 8 
POJK 15/2020
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3. 
Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham

1) RUPS dalam Perseroan adalah:
a. RUPS Tahunan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21;
b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang 

diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 22.

1) RUPS dalam Perseroan adalah:
a. RUPS Tahunan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21;
b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang

diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan
sebagaimana diatur dalam Pasal
22.

Tetap

2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum
Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam
Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS
Tahunan“ maupun " RUPS lainnya", kecuali
dengan tegas dinyatakan lain.

2) Yang dimaksud dengan "Rapat Umum
Pemegang Saham" atau "RUPS"
dalam Anggaran Dasar ini berarti baik
"RUPS Tahunan“ maupun " RUPS
lainnya", kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.

Tetap

29
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3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan
Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara
elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS secara
Elektronik.

Baru

Penambahan
Pelaksanaan RUPS
secara elektronik.

Pasal 3
POJK 16/2020

4) Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik
(untuk selanjutnya disebut “RUPS Elektronik”) dengan
menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:
a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang

ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
b. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan

dan mengelola e-RUPS; atau
c. Perseroan;
sebagaimana diatur khusus dalam peraturan
Pasar Modal.

“RUPS Elektronik” adalah pelaksanaan RUPS oleh
Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi,
video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal

Baru

Diberikan definisi untuk
Pelaksanaan RUPS
secara elektronik.
Sedangkan istilah e-
RUPS merujuk kepada
sistem dalam
Pelaksanaan RUPS
Elektronik.

Pasal 4
POJK 16/2020
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3) Direksi menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
RUPS lainnya. RUPS dapat
diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham dengan
memperhatikan ketentuan dalam ayat
(4).

5) Direksi menyelenggarakan RUPS
Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS
dapat diselenggarakan atas
permintaan pemegang saham atau
Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan dalam ayat
(6) huruf a ayat ini.

Berubah

Penambahan
penyelenggaan RUPS
atas permintaan
Dewan Komisaris.

Pasal 3 ayat (1) 
POJK 15/2020
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4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh
Pemegang saham.
a. Penyelenggaraan RUPS dapat

dilakukan atas permintaan :
i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
ii. Permintaan seorang atau lebih

Pemegang Saham yang baik sendiri
atau bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah, dengan memenuhi
ketentuan AD ini dan Peraturan
perundang-undangan.

6) Permintaan Penyelenggaraan RUPS
a. Penyelenggaraan RUPS dapat

dilakukan atas permintaan tertulis:

i. Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna

ii. Permintaan seorang atau lebih
Pemegang Saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah

iii. Dewan Komisaris.

Berubah

Penamba-han
hak bagi Dewan
Komisaris untuk
meminta
diselenggarakan
nya RUPS.

Pasal 3 Ayat (1)  
POJK 15/2020

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf a diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf a ayat ini diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai
alasannya.

Tetap Pasal 3 Ayat (2) 
POJK 15/2020
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c. Surat tercatat yang disampaikan oleh
pemegang saham ditembuskan kepada
Dewan Komisaris.

Baru Pasal 3 ayat (3) 
POJK 15/2020

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS 
pada huruf a harus:
1) dilakukan dengan itikad baik;
2) mempertimbangkan kepentingan

Perseroan;
3) disertai dengan alasan dan bahan

terkait hal yang harus diputuskan
dalam RUPS;

4) tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan 
Anggaran Dasar Perseroan, dan

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus
merupakan permintaan yang
membutuhkan keputusan RUPS dan
menurut penilaian Direksi telah
memenuhi persyaratan dalam huruf c.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini berdasarkan penilaian Direksi
harus:
1. dilakukan dengan itikad baik;
2. mempertimbangkan kepentingan

Perseroan;
3. disertai dengan alasan dan bahan

terkait hal yang harus diputuskan
dalam RUPS;

4. merupakan permintaan yang
membutuhkan keputusan RUPS;
dan

5. tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran
Dasar ini.

Berubah

Pasal 20 Ayat
(6) huruf c dan
d digabung-
kan menjadi
huruf d.

Pasal 3 ayat (4) 
POJK 15/2020
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e. Direksi wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf a diterima Direksi.

e. Direksi wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini diterima Direksi.

Berubah

Menghapus kata “dalam
jangka waktu” sesuai
dengan Pasal 4 ayat (1)
POJK 15/2020

Pasal 4 ayat (1)
POJK 15/2020

f. Dalam hal Direksi tidak
melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada
huruf e, pemegang saham dapat
mengajukan kembali permintaan
penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris.

Pindah

Dipindahkan ke dalam
Pasal 20 ayat (6) huruf h
Usulan Perubahan AD

34

Perubahan Anggaran Dasar

24 March 2021



24 March 2021 35DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

g. Dewan Komisaris wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang
saham dalam jangka waktu paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS pada
huruf f diterima Dewan Komisaris.

Pindah

Dipindahkan ke
dalam Pasal 20
ayat (6) huruf j
Usulan Perubahan
AD

f. Direksi wajib menyampaikan
pemberitahuan mata acara rapat dan
surat tercatat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b ayat ini dari pemegang
saham atau Dewan Komisaris kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ayat ini.

Baru Pasal 4 ayat (2)
POJK 15/2020
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h. Dalam hal Direksi atau Dewan
Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud
dalam huruf e dan huruf g, Direksi
atau Dewan Komisaris wajib
mengumumkan:
1) terdapat permintaan

penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ; dan

2) alasan tidak
diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi tidak melakukan
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a
butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Berubah

Mengubah Pasal
yang dirujuk dan
memisahkan
kewajiban
pengumuman
oleh Dewan
Komisaris yang
akan diatur dalam
Pasal 20 ayat (6)
huruf j Usulan
Perubahan AD.

Pasal 5 ayat (1)
POJK 15/2020
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h. Dalam hal Direksi telah melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima
belas) hari telah terlampaui, pemegang
saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.

Baru Pasal 5 Ayat (2) 
POJK 15/2020

i. Dewan Komisaris wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf h ayat ini diterima
Dewan Komisaris.

Baru Pasal 5 ayat (3) 
POJK 15/2020
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i. Pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf h dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterimanya permintaan
penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dan huruf f.

Pindah

Dipindah menjadi Pasal 20
ayat (6) huruf i Usulan
Perubahan AD.

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf e, huruf g dan huruf h paling
kurang melalui:
1) 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional;

2) situs web Bursa Efek; dan
3) situs web Perseroan dalam Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa lain
yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pindah

Dipindah dan dilakukan
penyesuaian menjadi Pasal
23 ayat (13) Usulan
Perubahan AD.

Perubahan Anggaran Dasar



24 March 2021 39DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i
ayat ini.

Baru Pasal 5 ayat (4) 
POJK 15/2020

k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf i
ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS

dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Baru Pasal 6 Ayat (1) 
POJK 15/2020
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k. Dalam hal pengumuman pada huruf j
angka 3 menggunakan bahasa selain
bahasa Indonesia, maka pengumuman
tersebut wajib memuat informasi yang
sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan
Bahasa Indonesia.

Pindah

Dipindah dan dilakukan
penyesuaian menjadi
Pasal 23 ayat (13) huruf
b Usulan Perubahan AD.

l. Dalam hal terdapat perbedaan
penafsiran informasi pengumuman
pada huruf k, maka informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam Bahasa Indonesia.

Pindah

Dipindah dan dilakukan
penyesuaian menjadi
Pasal 23 ayat (13) huruf
c Usulan Perubahan AD.
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l. Dalam hal Dewan Komisaris telah
melakukan pengumuman sebagaimana
dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
pemegang saham dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i
dan ii ayat ini.

Baru Pasal 6 ayat (2) 
POJK 15/2020

m. Pemegang saham yang telah
memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib
menyelenggarakan RUPS.

Baru Pasal 7 
POJK 15/2020 
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m. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf j angka 1 beserta salinan surat permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf b wajib disampaikan kepada OJK
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pengumuman.

Hapus

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3)
POJK 15/2020 pengumuman
melalui minimal 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional telah
dihapus, cukup melalui web
PJK/IDX, web Perseroan dan e-
RUPS. Dengan demikian tidak
perlu dilaporkan ke OJK.

Pasal 53 
Ayat (2) 
dan (3) 
POJK 
15/2020 

n. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya
RUPS.

Pindah

Dipindah dan dilakukan
penyesuaian menjadi huruf l ayat
ini
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n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f
ayat ini atas usulan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
1) Terdapat permintaan penyelenggaraan

RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak
diselenggarakan; dan

2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Baru Pasal 9 Ayat (1)
POJK 15/2020
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o. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf n wajib:
1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan

diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah
RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan
Peraturan OJK.

2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS
dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan,
risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah
RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK
sesuai dengan Peraturan OJK.

3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam
pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan
diselenggarakan RUPS tersebut..

Dipindah

Dipindah menjadi
Pasal 20 ayat (6)
Usulan Perubahan
AD.
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o. Dalam hal Direksi telah melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf n ayat ini atau jangka waktu
15 (lima belas) hari telah terlampaui,
Dewan Komisaris menyelenggarakan
sendiri RUPS.

Baru Pasal 9 Ayat (2)
POJK 15/2020

p. Pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a wajib
tidak mengalihkan kepemilikan
sahamnya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 10 ayat
(9).

Dipindah

Dipindahkan ke Pasal
10 ayat (8) Usulan
Perubahan AD

p. Dewan Komisaris wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud
pada huruf n ayat ini atau jangka waktu
15 (lima belas) hari sebagaimana
dimaksud pada huruf o ayat ini telah
terlampaui.

Baru Pasal 9 ayat (3)
POJK 15/2020
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q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini.

Baru Pasal 9 ayat (4) 
POJK 15/2020

r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan
oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e
dan huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam huruf i dan huruf p ayat ini dan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.

Baru Pasal 10 ayat (1) 
POJK 15/2020

s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf r ayat ini dalam pemberitahuan
mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

Baru Pasal 10 ayat (2)
POJK 15/2020
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1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas
permintaan pemegang saham dan nama
pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS
atas permintaan pemegang saham;

Baru Pasal 10 ayat (2) 
huruf (a)  POJK 
15/2020

2) menyampaikan nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan
dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika
RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai
dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk
menyelenggarakan RUPS; atau

Baru Pasal 10 ayat (2) 
huruf (b)  POJK 
15/2020

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang
diusulkannya.

Baru Pasal 10 ayat (2) 
huruf (c) POJK 
15/2020
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4
Pasal 21

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pasal 21

Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan

1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun buku
berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan

Tetap

2) Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan

sebagaimana dimaksudpada Pasal 19
b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan

Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan
mempunyai laba positif;

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK -sebagaimana yang diusulkan
oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan,
termasuk audit pengendalian internal atas
pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang
berlaku dari otoritas pasar modal di tempat --
saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan

Tetap
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d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi
kepentingan Perseroan -sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar ini.

Tetap

3) Persetujuan laporan tahunan termasuk
pengesahan laporan keuangan serta laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Tetap
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4) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik
dan/atau kantor akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan wajib diputuskan
dalam RUPS, dengan memperhatikan
peraturan di bidang Pasar Modal.

Baru

Pemberhentian KAP ditengah
masa kontrak juga wajib
diputus RUPS.

Pasal 59 ayat (1)
POJK 15/2020
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5 Pasal 23

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, 
Pemanggilan dan Waktu 
Penyelenggaraan RUPS

Pasal 23
Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, 

Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan
RUPS

1) Perseroan wajib menentukan tempat
dan waktu penyelenggaraan RUPS.

1) Perseroan wajib menentukan tempat dan 
waktu penyelenggaraan RUPS.

Tetap Pasal 11 Ayat (2) 
POJK 15/2020
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2) Tempat penyelenggaraan RUPS
wajib dilakukan di wilayah Republik
Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan

kegiatan usaha utamanya;
c. ibu kota provinsi dimana tempat

kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan
Bursa Efek dimana saham
Perseroan dicatatkan.

2) Tempat penyelenggaraan RUPS
wajib dilakukan di wilayah Negara
Republik Indonesia, yaitu
diadakan di:
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan

kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi dimana tempat

kedudukan atau tempat
kegiatan usaha utama
Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan
Bursa Efek dimana saham
Perseroan dicatatkan.

Berubah

Menghapus untuk
menyesuaikan
dengan Pasal 11
Ayat (3) POJK
15/2020.

Pasal 11 Ayat (1) dan (3)  
POJK 15/2020
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3) Direksi menyelenggarakan RUPS
dengan didahului oleh pemberitahuan
RUPS kepada OJK, pengumuman
RUPS dan pemanggilan RUPS
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini

3) Dalam menyelenggarakan RUPS,
Perseroan wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. menyampaikan pemberitahuan mata

acara rapat kepada OJK;
b. melakukan pengumuman RUPS kepada

pemegang saham; dan
c. melakukan pemanggilan RUPS kepada

pemegang saham.

Berubah

Menyesuaikan
dengan Pasal 11
Ayat (3) POJK
15/2020.

Pasal 12 
POJK 15/2020 
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4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK,
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perseroan wajib menyampaikan
pemberitahuan mata acara RUPS
kepada OJK paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman
RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.

a. Perseroan wajib menyampaikan
pemberitahuan mata acara RUPS
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS.

Tetap Pasal 13 Ayat (1) 
POJK 15/2020

b. Mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib
diungkapkan secara jelas dan
rinci.

b. Mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib
diungkapkan secara jelas dan rinci.

Tetap Pasal 13 Ayat (2) 
POJK 15/2020

c. Dalam hal terdapat perubahan
mata acara RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Perseroan
wajib menyampaikan perubahan
mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata
acara RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Perseroan wajib
menyampaikan perubahan mata acara
dimaksud kepada OJK paling lambat
pada saat pemanggilan RUPS.

Tetap Pasal 13 Ayat (3) 
POJK 15/2020
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d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c
mutatis mutandis berlaku untuk
pemberitahuan penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana di maksud dalam
Pasal 20 ayat (4) huruf o.

d. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:
i. pemberitahuan penyelenggaraan

RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf
m ayat (6) Pasal 20;

ii. pemberitahuan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Komisaris
dalam hal Dewan Komisaris
menyelenggarakan sendiri RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf
o ayat (6) Pasal 20.

Berubah

Penyesuaian dengan
pasal yang dirujuk
dan pemberihuan
RUPS oleh Dewan
Komisaris.

5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.

a. Perseroan wajib melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Tetap Pasal 14 
Ayat (1) 
POJK 
15/2020
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b. Pengumuman RUPS pada huruf a
paling kurang memuat:
1) ketentuan pemegang saham yang

berhak hadir dalam RUPS;
2) ketentuan pemegang saham yang

berhak mengusulkan acara RUPS;
3) tanggal penyelenggaraan RUPS;

dan
4) tanggal pemanggilan RUPS.

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling
kurang memuat:
1) ketentuan pemegang saham yang

berhak hadir dalam RUPS;
2) ketentuan pemegang saham yang

berhak mengusulkan acara RUPS;
3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
4) tanggal pemanggilan RUPS.

Tetap Pasal 14 Ayat (2) 
POJK 15/2020

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan
atas permintaan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (4), selain memuat yang
disebut pada huruf b, pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a, wajib memuat informasi
bahwa Persero menyelenggarakan
RUPS karena adanya permintaan dari
pemegang saham.

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas
permintaan pemegang saham atau Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (6), selain memuat hal yang
disebut pada huruf b, pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini, wajib memuat informasi bahwa
Perseroan menyelenggarakan RUPS
karena adanya permintaan dari pemegang
saham atau Dewan Komisaris.

Berubah

Penyesuaian
dengan pasal
yang dirujuk dan
penambahan
permintaan
RUPS oleh
Dewan
Komisaris.

Pasal 14 Ayat (3) 
POJK 15/2020
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d. Pengumuman RUPS kepada
pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada huruf a, paling
kurang melalui:
1) 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional;

2) Situs web bursa efek; dan
3) Situs web perseroan dalam

bahasa Indonesia dan/atau
bahasa lain yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini,
pengumuman RUPS wajib memuat juga
keterangan:
1) RUPS selanjutnya yang

direncanakan akan diselenggarakan
jika kuorum kehadiran Pemegang
Saham Independen yang disyaratkan
tidak diperoleh dalam RUPS pertama;
dan

2) pernyataan tentang kuorum
keputusan yang disyaratkan dalam
setiap rapat.

Berubah

Mengenai Pengumuman
dihapus karena telah
dikelompokkan dalam
Pasal 23 ayat (13) ayat
(5) Usulan Perubahan AD
BNI dan menyesuikan
dengan Pasal 52 POJK
15/2020.

Ditambahkan ketentuan
pengumuman untuk
RUPS yang dihadiri oleh
Pemegang Saham
Pengendali.

Pasal 15 jo.
Pasal 52
POJK 15/2020
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e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka
3 menggunakan bahasa selain bahasa
Indonesia, maka pengumuman tersebut
wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam pengumuman yang
menggunakan Bahasa Indonesia

Pindah

Pengumuman dihapus karena sudah
dikelompokan dalam Pasal 23 ayat
(13) Usulan Perubahan AD.

Pasal 52
POJK 15/2020

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pengumuman pada huruf e, maka
informasi yang digunakan sebagai acuan
adalah informasi dalam Bahasa Indonesia

Pindah

Dipindahkan ke Pasal 23 ayat (13)
huruf c

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf d angka 1 wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

Hapus

Sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal
53 POJK 15/2020
Pengumuman cukup disampaikan
melalui situs web e-RUPS, bursa
efek dan situs web Perusahaan
Terbuka.

Pasal 52 jo.
Pasal 53
POJK 15/2020
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h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas
permintaan pemegang saham,
penyampaian bukti pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf g
disertai dengan salinan surat permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

Pindah
Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (5) Usulan
Perubahan AD.

i. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan
transaksi yang mengandung benturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal.

Pindah
Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (5) Usulan
Perubahan AD.

j. Ketentuan huruf a sampai dengan g mutatis
mutandis berlaku untuk pengumuman
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (4) huruf o.

Pindah
Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (5) Usulan
Perubahan AD.

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri
oleh Pemegang Saham independen
dilakukan dengan mengikuti ketentuan di
bidang Pasar Modal

Baru
Kesepakatan dengan
Himbara
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6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan
sebagai berikut:

6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan
oleh Pemegang Saham dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham dapat mengusulkan
mata acara Rapat secara tertulis
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pemanggilan RUPS.

a. Pemegang saham dapat
mengusulkan mata acara rapat
secara tertulis kepada penyelenggara
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum pemanggilan RUPS.

Berubah

Merubah
pemberitahuan kepada
Direksi menjadi
“Penyelenggara Rapat”

Pasal 16 ayat (1) 
POJK 15/2020

b. Pemegang saham yang dapat
mengusulkan mata acara Rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah:
1) Pemegang saham Seri A Dwi

warna;
2) 1 (satu) pemegang saham atau

lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah.

b. Pemegang saham yang dapat
mengusulkan mata acara Rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah:
1) Pemegang saham Seri A Dwi

warna;
2) 1 (satu) pemegang saham atau

lebih yang mewakili 1/20 (satu
per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah.

Tetap Pasal 16 ayat (2) 
POJK 15/2020
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c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana
dimaksud pada huruf a, harus:
1) dilakukan dengan itikad baik;
2) mempertimbangkan kepentingan

Perseroan;
3) menyertakan alasan dan bahan

usulan mata acara Rapat; dan
4) tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus:
1) dilakukan dengan itikad baik;
2) mempertimbangkan kepentingan

Perusahaan Terbuka;
3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata

acara rapat;
4) Merupakan mata acara yang membutuhkan

keputusan RUPS dan
5) tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Tetap Pasal 16 ayat (3)
POJK 15/2020

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada
huruf a merupakan mata acara yang
membutuhkan keputusan RUPS, dan
menurut penilaian Direksi telah
memenuhi persyaratan dalam huruf c.

Berubah

Digabung
dalam butir c
di atas

Pasal 16 ayat (3)
POJK 15/2020

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan
mata acara rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada hurut a
dalam mata acara Rapat yang dimuat
dalam pemanggilan

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham dalam mata
acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf
a sampai dengan huruf c ayat ini.

Berubah Pasal 16 ayat (4)
POJK 15/2020

61

Perubahan Anggaran Dasar

24 March 2021



No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Tetap

a. Perseroan wajib melakukan
pemanggilan kepada pemegang
saham paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari sebelum RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan
kepada pemegang saham paling lambat
21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Berubah

Merubah
tanggal
pemanggilan
menjadi “tanggal
penyelenggara
RUPS”.

Pasal 17 ayat (1) 
POJK 15/2020

62

Perubahan Anggaran Dasar

24 March 2021



No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a paling kurang
memuat informasi:
1. tanggal penyelenggaraan

RUPS;
2. waktu penyelenggaraan RUPS;
3. tempat penyelenggaraan

RUPS;
4. ketentuan pemegang saham

yang berhak hadir dalam
RUPS;

5. mata acara rapat termasuk
penjelasan atas setiap mata
acara tersebut; dan

6. informasi yang menyatakan
bahan terkait mata acara rapat
tersedia bagi pemegang
saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan
RUPS sampai dengan RUPS
diselenggarakan

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini harus
memuat informasi paling sedikit:
1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
2. waktu penyelenggaraan RUPS;
3. tempat penyelenggaraan RUPS;
4. ketentuan pemegang saham yang

berhak hadir dalam RUPS;
5. mata acara rapat termasuk

penjelasan atas setiap mata acara
tersebut;

6. informasi yang menyatakan bahan
terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS
diselenggarakan, yang dapat diakses
dan diunduh melalui situs web
Perseroan dan/atau e-RUPS; dan

7. informasi bahwa pemegang saham
dapat memberikan kuasa melalui e-
RUPS.

Berubah

Menambahkan
informasi butir
7

Pasal 17 ayat (2) 
POJK 15/2020
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c) Ketentuan huruf a dan b mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh:
i. pemegang saham yang telah memperoleh

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (6) huruf m.

ii. oleh Dewan Komisaris dalam hal Dewan
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS,
sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat (6)
Pasal 20.

Baru Pasal 54
POJK 15/2020
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c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang
melalui:
1. situs web Bursa Efek;
2. situs web Perseroan dalam Bahasa

Indonesia dan/atau Bahasa lain yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku

3. Dalam hal pengumuman pada huruf c
angka 3) menggunakan bahasa selain
bahasa Indonesia, maka pengumuman
tersebut wajib memuat informasi yang
sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan
Bahasa Indonesia.

4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pengumuman pada huruf c
angka 4), maka informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.

Pindah

Dipindahkan ke
Pasal 23 Ayat (7)
Usulan Perubahan
AD.
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d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf c angka 1) wajib disampaikan kepada OJK
paiing lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan
RUPS.

Hapus

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3)
POJK 15/2020 pemanggilan
melalui minimal 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran
nasional telah dihapus, cukup
melalui web PJK/IDX, web
Perseroan dan e-RUPS. Dengan
demikian tidak perlu dilaporkan
ke OJK.

Pasal 53 Ayat (2) 
dan (3) POJK 
15/2020 

e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi
yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan
mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.

Pindah

Dipindahkan ke Pasal 23 ayat (7)
Usulan Perubahan AD.
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f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran
Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi
atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan
peraturan Pasar Modal.

Pindah

Dipindahkan ke Pasal  23 ayat (7) 
Usulan Perubahan AD.

g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis
mutandis berlaku untuk pemanggilan
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf o.

Pindah

Dipindahkan ke Pasal  23 ayat (7) 
Usulan Perubahan AD.
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8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

8) RUPS kedua dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Berubah Pasal 20 ayat (1)
POJK 15/2020

a. RUPS kedua dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS pertama dilangsungkan.

a. RUPS kedua wajib
diselenggarakan dalam jangka
waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah RUPS
pertama diselenggarakan;

Berubah

Merubah frase
“dilangsungkan”
menjadi
“diselenggara-kan”

Pasal 20 ayat (1)
huruf a
POJK 15/2020

b. Pemanggilan RUPS kedua
dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua
dilangsungkan

b. pemanggilan RUPS kedua wajib
dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua
diselenggarakan;

Berubah

Merubah frase
“dilangsungkan”
menjadi
“diselenggara-kan”

Pasal 20 ayat (1)
huruf b
POJK 15/2020
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c. Dalam pemanggilan RUPS kedua
harus menyebutkan RUPS pertama
telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran
Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta peraturan Bursa Efek di
tempat mana saham-saham
Perseroan dicatatkan

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus
menyebutkan RUPS pertama telah
diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran.

Tetap Pasal 20 ayat (1) 
huruf c 
POJK 15/2020

d. Ketentuan media pemanggilan dan
ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) huruf c sampai dengan huruf f
dan ayat (11) mutatis mutandis
berlaku untuk pemanggilan RUPS
kedua.

d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan
RUPS kedua dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini, Perseroan wajib melakukan
RUPS dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
pasal ini.

Berubah

Ketentuan media
pemanggilan
dipindah ke
Pasal 23 ayat (8)
huruf d diubah
menjadi
gugurnya RUPS
kedua

Pasal 20 ayat (2) 
POJK 15/2020 
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9) Pemanggilan RUPS ketiga
dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

9) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran, maka Perseroan dapat
melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berubah

a. Pemanggilan RUPS
ketiga atas permohonan
Perseroan ditetapkan
oleh OJK.

a. pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Berubah Pasal 21 ayat (1)  
POJK 15/2020

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan.

Baru Pasal 21 ayat (2)  
POJK 15/2020

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b
memuat paling sedikit:
1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam

anggaran dasar Perseroan;
2. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama

dan kedua;
3. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
4. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi

kuorum RUPS kedua; dan
5. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan

alasannya.

Baru Pasal 21 ayat (3)  
POJK 15/2020
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b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga
menyebutkan RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran.

Hapus

Telah diatur di
dalam huruf a
ayat ini.

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh
Perseroan sebelum mendapatkan penetapan
dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ayat ini.

Baru Pasal 22 ayat (2)
POJK 15/2020
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10) Bahan mata acara rapat diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

10) Bahan mata acara rapat diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan
mata acara rapat bagi pemegang
saham.

a. Perseroan wajib menyediakan bahan
mata acara rapat bagi pemegang
saham yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dan/atau
e-RUPS.

Berubah Pasal 18 ayat (1)  
POJK 15/2020

b. Bahan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a
wajib tersedia sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan penyelenggaraan
RUPS.

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib tersedia
sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS.

Tetap Pasal 18 ayat (2)  
POJK 15/2020

c. Dalam hal ketentuan peraturan
perundang-undangan lain mengatur
kewajiban ketersediaan bahan mata
acara rapat lebih awal dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf
b, penyediaan bahan mata acara
rapat dimaksud mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan lain
tersebut.

c. Dalam hal ketentuan peraturan
perundang-undangan lain mengatur
kewajiban ketersediaan bahan mata
acara rapat lebih awal dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b,
penyediaan bahan mata acara rapat
dimaksud mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan lain
tersebut.

Tetap Pasal 18 ayat (3)  
POJK 15/2020
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d. Bahan mata acara rapat yang tersedia
sebagaimana dimaksud pada huruf b
dapat berupa salinan dokumen fisik
dan/atau salinan dokumen elektronik.

Hapus
Sudah diatur dalam huruf a ayat ini

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana
dimaksud pada huruf d diberikan
secara cuma-cuma di kantor Perseroan
jika diminta secara tertulis oleh
pemegang saham

Hapus

Dihapus untuk menyesuaikan dengan Pasal
18 POJK 15/2020 yang tidak mewajibkan
penyediaan dokumen fisik terkait mata
acara. POJK hanya mewajibkan Perseroan
menyedia bahan mata acara melalui situs
web perseroan.

Pasal 18 
POJK 15/2020 
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f. Salinan dokumen elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf d
pasal ini dapat diakses atau diunduh
melalui situs web Perseroan.

Hapus

Telah diatur dalam
butir a ayat ini.

g. Pada saat pelaksanaan RUPS,
pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan
terkait mata acara rapat sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan
Perseroan.

d. Pada saat pelaksanaan RUPS,
pemegang saham berhak memperoleh
informasi mata acara rapat dan bahan
terkait mata acara rapat sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan
Perseroan

Berubah

Perubahan butir g
menjadi butir d.

Pasal 25 
POJK 15/2020
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11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
Perseroan wajib menyediakan formulir
pernyataan bermaterai cukup untuk
ditandatangani oleh Pemegang Saham
Independen sebelum pelaksanaan RUPS,
paling sedikit menyatakan bahwa:
1) yang bersangkutan benar-benar

merupakan Pemegang Saham Independen;
dan

2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Baru Pasal 18 ayat (5)
POJK 15/2020
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11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

12) Ralat Pemanggilan RUPS dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Perseroan wajib melakukan ralat
pemanggilan RUPS jika terdapat
perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah
dilakukan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) huruf b

a. Perseroan wajib melakukan ralat
pemanggilan RUPS jika terdapat
perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah
dilakukan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) huruf b

Tetap Pasal 19 ayat (1)  
POJK 15/2020

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf
a memuat informasi atas
perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS,
Perseroan wajib melakukan
pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan
sebagaimana diatur dalam ayat (7).

b. Dalam hal perubahan informasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini memuat perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS,
Perseroan wajib melakukan
pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) pasal ini.

Berubah Pasal 19 ayat (2)  
POJK 15/2020
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c. Ketentuan kewajiban melakukan
pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada
huruf b tidak berlaku apabila ralat
pemanggilan RUPS mengenai
perubahan atas tanggal
penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata
acara RUPS dilakukan bukan
karena kesalahan Perseroan

c. Apabila perubahan informasi mengenai
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS dilakukan
bukan karena kesalahan Perseroan atau
atas perintah OJK, ketentuan kewajiban
melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
tidak berlaku, sepanjang OJK tidak
memerintahkan untuk dilakukan
pemanggilan ulang.

Berubah Pasal 19 ayat (3)
POJK 15/2020

d. Bukti ralat pemanggilan bukan
merupakan kesalahan Perseroan
sebagaimana dimaksud pada
huruf c disampaikan kepada OJK
pada hari yang sama saat
dilakukan ralat pemanggilan

Pindah

Telah dipindahkan
ke Pasal 23 ayat (7)
Usulan Perubahan
AD.
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e. Ketentuan media dan penyampaian
bukti pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan
huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk
media ralat pemanggilan RUPS dan
penyampaian bukti ralat pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

Pindah

Dipindahkan ke
Pasal 23 ayat (7)
Usulan Perubahan
SD.
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13) Media Publikasi dan Bahasa Yang Digunakan :

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam
anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
i. situs web penyedia e-RUPS;
ii. situs web bursa efek; dan
iii. situs web Perseroan,
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris.

Baru Pasal 52  ayat (1) 
POJK 15/2020

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman
yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Baru Pasal 52  ayat (3) 
POJK 15/2020

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud huruf b ayat
ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan
sebagai acuan.

Baru Pasal 52 ayat (4)  
POJK 15/2020
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d. Dalam hal Perseroan menyediakan e-RUPS, ketentuan
mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui
paling sedikit
i. situs web bursa efek; dan
ii. situs web Perseroan
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris.

Baru Pasal 53  ayat (1) 
POJK 15/2020
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7 Pasal  24
Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS

Pasal  24
Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS

3) Perseroan wajib membuat Risalah
RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut :

3) Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut:

Berubah

a. Risalah RUPS dibuat dalam
bahasa Indonesia. Risalah RUPS
tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua pemegang
saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu
yang terjadi dalam Rapat.

a. Perseroan wajib membuat Risalah
RUPS.
risalah RUPS dibuat dalam bahasa
Indonesia. Risalah RUPS tersebut
menjadi bukti yang sah terhadap
semua pemegang saham dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Berubah Pasal 49  ayat (1) 
POJK 15/2020

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan
ditandatangani oleh pimpinan
rapat dan paling sedikit 1 (satu)
orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan
ditandatangani oleh pimpinan rapat
dan paling sedikit 1 (satu) orang
pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS.

Tetap
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c. Tanda tangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b tidak
disyaratkan apabila risalah
RUPS tersebut dibuat dalam
bentuk akta berita acara
RUPS yang dibuat oleh
notaris.

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf
b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara
RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di
OJK.

Berubah Pasal 49 ayat (3)
POJK 15/2020

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang
terdaftar di OJK

Baru Pasal 49 ayat (4)
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar



24 March 2021 83DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun
2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

e. Risalah RUPS secara elektronik
wajib dibuat dalam bentuk akta
notariil oleh notaris yang terdaftar di
OJK tanpa memerlukan tanda
tangan dari para peserta RUPS

Baru

Hal ini untuk memperjelas
kewajiban risalah RUPS
Elektronik harus dibuat dalam
bentuk akta notaris dan tidak
perlu ditandatangani seluruh
peserta RUPS.

Pasal 12
POJK 16/2020
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d. Risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b
wajib disampaikan kepada OJK
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah RUPS diselenggarakan.

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah RUPS diselenggarakan.

Berubah Pasal 50 ayat (1)
POJK 15/2020

e. Dalam hal waktu penyampaian
risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf d jatuh pada
hari libur, risalah RUPS tersebut
wajib disampaikan paling lambat
pada hari kerja berikutnya.

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah
RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf f ayat ini jatuh pada hari libur,
risalah RUPS tersebut wajib disampaikan
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Berubah Pasal 50 ayat (2)
POJK 15/2020
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4) Perseroan wajib membuat Ringkasan
Risalah RUPS dengan ketentuan
sebagai berikut :

4) Perseroan wajib membuat ringkasan
Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut :

Tetap

a. Ringkasan risalah RUPS wajib
memuat informasi paling kurang:

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat
informasi paling kurang:

Tetap

1) tanggal RUPS, tempat
pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata
acara RUPS;

1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat
pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata acara
RUPS;

berubah Pasal 51 ayat (1)
POJK 15/2020

2) anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;

2) anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang hadir pada saat
RUPS;

Tetap

3) jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah;

3) jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah;

Tetap

85

Perubahan Anggaran Dasar

24 March 2021



24 March 2021 86

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

4) ada tidaknya pemberian kesempatan
kepada pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara
rapat;

4) ada tidaknya pemberian kesempatan
kepada pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara
rapat;

Tetap

5) jumlah pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau-
memberikan pendapat terkait mata acara
rapat, jika pemegang saham diberi
kesempatan;

5) jumlah pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara
rapat, jika pemegang saham diberi
kesempatan;

Tetap

6) mekanisme pengambilan keputusan
RUPS;

6) mekanisme pengambilan keputusan
RUPS;

Tetap

7) hasil pemungutan suara yang meliputi
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain (tidak memberikan suara) untuk
setiap mata acara rapat, jika
pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

7) hasil pemungutan suara yang meliputi
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain (tidak memberikan suara) untuk
setiap mata acara rapat, jika
pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara;

Tetap
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8) keputusan RUPS; dan 8) keputusan RUPS; dan Tetap

9) pelaksanaan pembayaran dividen
tunai kepada pemegang saham
yang berhak, jika terdapat
keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai.

9) pelaksanaan pembayaran dividen
tunai kepada pemegang saham yang
berhak, jika terdapat keputusan RUPS
terkait dengan pembagian dividen
tunai.

Tetap
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b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang
melalui:
1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

berperedaran nasional;
2) situs web Bursa Efek; dan
3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau

bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pindah

Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (13) Usulan
Perubahan AD.
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c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3
menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia,
maka pengumuman tersebut wajib memuat
informasi yang sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia

Pindah

Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (13) Usulan
Perubahan AD.

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pengumuman pada huruf c, maka informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.

Pindah

Dipindahkan ke Pasal
23 ayat (13) Usulan
Perubahan AD.
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e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf b
wajib diumumkan kepada masyarakat
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
RUPS diselenggarakan.

b. Ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini wajib diumumkan kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Berubah

Huruf e menjadi
huruf b.

Pasal 51 ayat (2)
POJK 15/2020

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah
RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1 wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah diumumkan.

Hapus
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g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e 
serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf 
f, mutatis mutandis berlaku untuk:
1) penyampaian kepada OJK atas

Risalah RUPS dan Ringkasan
Risalah RUPS yang diumumkan; 
dan

2) pengumuman ringkasan risalah
RUPS, dari penyelenggaraan RUPS 
oleh pemegang saham yang telah
memperoleh penetapan -pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (4) huruf o.

c. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan
ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4)
serta Pasal 23 ayat (13) mutatis mutandis
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan ketua pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(6) huruf n dan penyelenggaraan RUPS oleh
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (6) huruf o.

Berubah

Merubah
huruf dari g
menjadi c,
menyatukan
ketentuan
butir 1) dan 2)
serta
penamba-han
ketentuan
terkait RUPS
oleh Dewan
Komisaris.

Pasal 54
POJK 15/2020
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8 Pasal  25
Kuorum, Hak Suara dan Keputusan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

Pasal  25
Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham

Tetap

1) Sepanjang tidak diatur lain dalam
Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran
dan keputusan RUPS terhadap hal-hal
yang harus dalam RUPS dilakukan
dengan mengikuti ketentuan:
a. dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah -
dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS kecuali Undang-
Undang dan/atau Anggaran Dasar
ini menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar;

1) Kuorum kehadiran dan keputusan
RUPS terhadap hal yang harus
diputuskan dalam RUPS dilakukan
dengan mengikuti ketentuan:
a. dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kecuali Anggaran Dasar ini
menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar;

Berubah Pasal 41 ayat (1) 
huruf a dan huruf c
POJK 15/2020
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b. dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tidak tercapai, maka RUPS kedua
adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/3 (satu
pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kecuali Undang-Undang
dan/atau Anggaran Dasar ini
menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar.

b. dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini tidak tercapai, maka RUPS
kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu
per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kecuali Anggaran Dasar ini
menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar;

Berubah Pasal 41 ayat (1)
huruf b dan c
POJK 15/2020
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c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

c. dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana dimaksud
pada huruf b ayat ini tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.

Tetap Pasal 41 ayat (2)
POJK 15/2020
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d. Ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b
dan c ayat ini berlaku juga untuk
kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara
transaksi material dan/atau perubahan
kegiatan usaha, kecuali untuk mata
acara transaksi material berupa
pengalihan kekayaan Perseroan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih.

Baru Pasal 41 ayat (3)
POJK 15/2020
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2) RUPS untuk mata acara mengalihkan
kekayaan Perseroan atau
menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut

2) Kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara
mengalihkan kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Berubah Pasal 43
POJK 15/2020
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a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan
adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS ;

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS ;

Tetap Pasal 43 hruuf a dan b
POJK 15/2020
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b. dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a tidak tercapai, maka dalam RUPS
kedua adalah sah apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS; dan

b. dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ayat ini tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua adalah sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS; dan

Tetap Pasal 43 huruf c 
dan d
POJK 15/2020
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c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh
OJK atas permohonan Perseroan.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b ayat ini tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

Tetap Pasal 43 huruf e 
POJK 15/2020
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3) RUPS untuk menyetujui transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

3) Kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS yang hanya dihadiri
pemegang saham independen
sebagaimana diatur dalam peraturan di
bidang Pasar Modal, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Berubah Pasal 44  
POJK 15/2020

a. pemegang saham yang mempunyai
benturan kepentingan dianggap telah
memberikan keputusan yang sama
dengan keputusan yang disetujui
oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan
kepentingan;

a. dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan
keputusan adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham
independen;

Berubah

Penambahan
kententuan
kuorum bagi
RUPS yang
dihadiri
Pemegang
Saham
Independen.

Pasal 44 huruf a 
dan b 
POJK 15/2020
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b. RUPS dihadiri oleh pemegang
saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen
dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independent;

Pindah

Dipindahkan ke
Pasal 25 ayat (3)
huruf a Usulan
Perubahan AD.
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c. dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud dalam huruf b tidak
tercapai, maka dalam RUPS
kedua, keputusan sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen
yang hadir dalam RUPS; dan

b. dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
tercapai, maka dalam RUPS kedua,
keputusan sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham
independen dan disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang
hadir dalam RUPS; dan-

Berubah

Perubahan butir
yang dirujuk.

Pasal 44 huruf c 
dan d
POJK 15/2020
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d. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen dari
saham dengan hak suara yang
sah, dalam kuorum kehadiran yang
ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana dimaksud
pada huruf b ayat ini tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen dari
saham dengan hak suara yang sah,
dalam kuorum kehadiran yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.

Berubah

Perubahan butir
yang di rujuk.

Pasal 44 huruf e 
POJK 15/2020
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e. Keputusan RUPS ketiga adalah
sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili
lebih dari 50% (lima puluh persen)
saham yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen
yang hadir.

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah
jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili
lebih dari 50% (lima puluh persen)
saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir
dalam RUPS.

Berubah Pasal 44 huruf f 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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4) RUPS untuk melakukan perubahan
Direksi, perubahan Dewan Komisaris,
perubahan Anggaran Dasar ini yang
tidak memerlukan persetujuan Menteri
di Bidang Hukum yang merupakan
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan
atau Peningkatan modal ditempatkan
dan disetor dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

4) RUPS untuk melakukan perubahan
Direksi, perubahan Dewan Komisaris,
perubahan Anggaran Dasar terkait
dengan Pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas yang merupakan Peningkatan
modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Berubah Pasal 42 ayat (2)
UUPT

Perubahan Anggaran Dasar
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a. RUPS harus dihadiri oleh
pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-
wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh
pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-
wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

Berubah Pasal 41 ayat (1)  huruf
a dan c 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a Pasal ini tidak tercapai, maka
dalam RUPS kedua adalah sah
apabila dihadiri oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan
harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ayat ini tidak tercapai, maka
dalam RUPS kedua adalah sah
apabila dihadiri oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan
harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.

Berubah Pasal 41 ayat (1) huruf
b dan c 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham
dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan
Perseroan, dengan ketentuan harus
dihadiri dan disetujui oleh
pemegang saham Seri A Dwiwarna.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana dimaksud
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan, dengan
ketentuan harus dihadiri dan disetujui
oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna.

Tetap Pasal 41 ayat (2) 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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5) RUPS untuk melakukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan yang
memerlukan persetujuan Menteri di
Bidang Hukum, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

5) RUPS untuk melakukan perubahan
anggaran dasar Perseroan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Berubah Pasal 42
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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a. Perubahan Anggaran Dasar
ditetapkan oleh RUPS, yang
dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-wakil
mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan harus
disetujui oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.

a. Perubahan Anggaran Dasar
ditetapkan oleh RUPS, yang
dihadiri oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama
mewakili paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan
harus disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.

Berubah Pasal 42 huruf a dan b
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksudkan dalam
huruf a tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua adalah sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka
yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga
per lima) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh
pemegang saham Seri A Dwiwarna
dan para pemegang saham lainnya
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili sedikit-
dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksudkan dalam
huruf a ayat ini tidak tercapai maka
dalam RUPS kedua adalah sah
apabila dihadiri oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang mewakili paling
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka
yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

Berubah Pasal 42 huruf c dan d 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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c. Dalam hal kuorum kehadiran
pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan, dengan
ketentuan harus dihadiri dan
disetujui oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana dimaksud
huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan, dengan
ketentuan harus dihadiri dan disetujui
oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna.

Tetap Pasal 42 huruf e
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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6) Dengan mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan,
Pemisahan, pengajuan permohonan
agar Perseroan dinyakan pailit, dan
Pembubaran hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS,
dengan ketentuan sebagai berikut:

6) Dengan mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan,
Pemisahan, pengajuan permohonan
agar Perseroan dinyatakan pailit,
dan Pembubaran hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS, dengan ketentuan sebagai
berikut:

Tetap Pasal 43 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar



24 March 2021 114DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-wakil
mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan harus
disetujui oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan harus
disetujui oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil
mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.

Berubah Pasal 43 huruf a dan b 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar



24 March 2021 115DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua adalah sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-wakil
mereka yang mewakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh
para pemegang saham lainnya
dan/atau -wakil-wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili
lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ayat ini tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua adalah sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh
pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan disetujui oleh para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil mereka
yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

Berubah Pasal 43 huruf c dan d
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham
dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan
Perseroan, dengan ketentuan
harus dihadiri dan disetujui oleh
pemegang saham Seri A
Dwiwarna.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada
RUPS kedua sebagaimana
dimaksud huruf b ayat ini tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh
OJK atas permohonan Perseroan,
dengan ketentuan harus dihadiri
dan disetujui oleh pemegang
saham Seri A Dwiwarna.

Tetap Pasal 43 huruf e 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih
dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS
untuk mata acara perubahan hak atas
saham hanya dihadiri oleh pemegang
saham pada klasifikasi saham yang
terkena dampak atas perubahan hak
atas saham pada klasifikasi
saham tertentu, dengan ketentuan;

Baru Pasal 45 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam
RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh
saham pada klasifikasi saham yang
terkena dampak atas perubahan hak
tersebut hadir atau diwakili;

Baru Pasal 45 huruf a
POJK 15/2020

b. dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak
tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham pada klasifikasi
saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut hadir atau
diwakili ;

Baru PasaL 45 huruf b
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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c. keputusan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b
ayat ini sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS; dan

Baru Pasal 45 huruf c 
POJK 15/2020

d. dalam hal kuorum kehadiran
pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada
klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.

Baru PasaL 45 huruf d 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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e. Dalam hal klasifikasi saham yang
terkena dampak atas perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham
tertentu tidak mempunyai hak
suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan
Peraturan OJK diberikan hak untuk
hadir dan mengambil keputusan dalam
RUPS terkait dengan perubahan hak
atas saham pada klasifikasi saham
tersebut.

Baru Pasal 46 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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8) Pemegang Saham 
yang berhak hadir 
dalam RUPS :

Baru Pasal 23 ayat (2) 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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7) Yang berhak hadir dalam RUPS
adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan
peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

a. Pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Berubah Pasal 23 ayat (2) 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS
ketiga, ketentuan pemegang saham yang
berhak hadir, yaitu sebagai berikut:
1) untuk RUPS kedua, pemegang saham

yang berhak hadir merupakan
pemegang saham yang terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS kedua; dan

2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham
yang berhak hadir merupakan
pemegang saham yang terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS ketiga.

Baru Pasal 23 ayat (3) 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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8) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (11) huruf a, pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS adalah
pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
ralat pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal terjadi pemanggilan
ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (12) huruf b, pemegang
saham yang berhak hadir dalam
RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum
pemanggilan ulang RUPS.

Berubah

Terdapat perubahan
ayat yang dirujuk.

Pasal 23 ayat (4) 
POJK 15/2020

d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak
mengakibatkan pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (12) huruf b, pemegang
saham yang berhak hadir mengikuti
ketentuan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini.

Baru Pasal 23 ayat (5) 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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9) Pemegang saham baik sendiri
maupun diwakili berdasarkan kuasa
berhak menghadiri RUPS, dengan
memperhatikan peraturan
perundang--undangan yang berlaku.

9) Pemegang saham baik sendiri maupun
diwakili berdasarkan kuasa berhak
menghadiri RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Tetap Pasal 23 ayat (1)
POJK 15/2020

10) Perseroan wajib menyediakan
alternatif pemberian kuasa secara
elektonik bagi pemegang saham
untuk hadir dan memberikan suara
dalam RUPS, ketentuan tentang
kuasa termasuk kuasa secara
elektronik dan ketentuan tentang
kehadiran dalam RUPS adalah
sebagaimana diatur dalam peraturan
di bidang Pasar Modal.

Baru

Perseroan diwajibkan
untuk memberikan
alternatif pemberian
kuasa elektronik baik
dalam RUPS fisik
maupun RUPS
Elektronik.

Pasal 27
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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11) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam RUPS, namun dalam
pemungutan suara anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang
bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa
diberikan secara elektronik, Anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai
perseroan dilarang bertindak sebagai
penerima kuasa.

Baru Pasal 30 ayat (3) 
POJK 15/2020
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10) Dalam RUPS tiap saham
memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

12) Dalam RUPS tiap saham
memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Tetap

11) Pemegang saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS
namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

13) Pemegang saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS
namun abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

Berubah

Perubahan butir 11
menjadi butir 13.

Pasal 47 
POJK 15/2020
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12) Dalam pemungutan suara, suara yang
dikeluarkan oleh pemegang saham
berlaku untuk seluruh saham yang
dimilikinya dan pemegang saham
tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang
berbeda. Ketentuan tersebut
dikecualikan bagi:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek sebagai Kustodian yang
mewakili nasabah-nasabahnya
pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili
kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya.

14) Dalam pemungutan suara, suara
yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham
yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah
saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda. Suara berbeda
yang dikeluarkan oleh bank
kustodian atau perusahaan efek
yang mewakili pemegang saham
dalam dana bersama (mutual fund)
bukan merupakan suara yang
berbeda sebagaimana dimaksud
pada ayat ini.

Berubah

Disederhanakan
merujuk Pasal 48
POJK No. 15/2020

Pasal 48 dan
Penjelasannya
POJK 15/2020
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13) Anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh
bertindak selaku kuasa dalam RUPS,
namun dalam pemungutan suara
anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau pegawai yang
bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham.

Hapus
Sudah diatur dalam
Pasal 25 ayat (11).
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14) Pemungutan suara dilakukan secara
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS
menentukan lain.

15) Pemungutan suara dilakukan secara
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS
menentukan lain.

Tetap

15) Semua keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

16) Semua keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Tetap Pasal 40 ayat (1) 
POJK 15/2020

16) Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju
sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar ini.

17) Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(16) Pasal ini tidak tercapai, maka
keputusan diambil melalui
pemungutan suara sebagaimana
ditentukan dalam Anggaran Dasar
ini dan peraturan di bidang Pasar
Modal.

Berubah Pasal 40 ayat (2)
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar



24 March 2021 131DIREKSI EKSTERNAL TEMPLAT PRESENTASI

No AD (Akta No:52 Tahun 2018) Usulan Perubahan AD Keterangan Referensi

17) Pengambilan keputusan melalui
pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) wajib
dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS.

18) Pengambilan keputusan melalui
pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (17) wajib
dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS.

Berubah Pasal 40 ayat (3) 
POJK 15/2020

18) Pada saat pelaksanaan RUPS,
Perseroan dapat mengundang pihak
lain yang terkait dengan mata acara
RUPS.

19) Pada saat pelaksanaan RUPS,
Perseroan dapat mengundang pihak
lain yang terkait dengan mata acara
RUPS.

Tetap Pasal 26 
POJK 15/2020

Perubahan Anggaran Dasar
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